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ABSTRAKSI 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat 
pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan perpajakan, sanksi perpajakan dan 
kondisi lingkungan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi (studi 
empiris pada KPP Pratama Surakarta).  
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data 
primer yang diperoleh dari kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib 
pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta. Jumlah sampel dalam 
penelitian ini sebanyak 100 wajib pajak. Metode pengumpulan sampel menggunakan 
teknik convenience sampling. Alat analisis yang digunakan meliputi uji validitas dan 
uji reliabilitas, uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji regresi 
linier berganda, uji F, uji koefisien determinasi R, dan uji t. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa R2 diperoleh nilai 0,240 yang berarti 
bahwa 24,0% tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh tingkat 
pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan dan 
lingkungan wajib pajak. Sisanya sebanyak 76,0% dipengaruhi variabel diluar model. 
Hasil uji t menunjukkan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan 
fiskus, sanksi perpajakan dan lingkungan wajib pajak berpengaruh positif terhadap 
tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.  
 Kata kunci: pengaruh pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan perpajakan, 
sanksi perpajakan, kondisi lingkungan , dan timgkat kepatuhan wajib 
pajak orang pribadi. 
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ABSTRACT 
The aim of this study was to determine the level of understanding of the taxpayer, the 
quality of service tax authorities, tax penalties and taxpayers environment to the level of 
compliance of individual taxpayers. 
This study uses a quantitave method using primary data obtained from the 
questionnaire. The population in this study is an individual taxpayer who is registered in 
KPP Pratama Surakarta. The number of samples in this study were 100 taxpayers. Sample 
collection method usimg of convenience sampling technique. The analysis tool includes the 
validity and reliability test, normality test, multicollinearity, heteroscedasticity test, multiple 
linier regression, F test, test determination coefficient R, and t test. 
The results showed that the R² values obtained 0,240 which means that 24% 
compliance rate individual taxpayers affected by the level of understanding of the taxpayer, 
the quality of service tax authorities, tax penalties and taxpayers environmentally. The 
remaining 76% influenced by variables outside the model. T test result showed that the level 
of understanding of the taxpayer, the quality of service tax authorities, tax penalties and 
taxpayers environmentally positive effect on the level of compliance of individual taxpayers. 
Keyword: comprehension level on taxpayer, the quality of tax service , tax penalties, a 
taxpayer environment, and the level of compliance of individual taxpayers. 
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PENDAHULUAN 
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang besar bagi Negara dan 
juga sumber dana yang penting bagi pembiayaan nasional. Pembangunan nasional 
yang sudah dicanangkan oleh pemerintah bertujuan untuk mewujudkan 
kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya dan menjadikan bangsa Indonesia sebagai 
suatu bangsa yang mandiri. Terkait dengan cita-cita untuk menjadi suatu bangsa 
yang mandiri, maka pemerintah harus mampu meningkatkan penerimaan Negara 
yang salah satunya berasal dari pajak. 
Penyelenggarakan pemerintah membutuhkan dana yang relative besar. Dana 
yang diperlukan tersebut semakin meningkat seiring dengan peningkatan kebutuhan 
pembangunan itu sendiri. Dalam upaya mengurangi ketergantungan sumber 
eksternal, pemerintah Indonesia secara terus menerus berusaha meningkatkan 
sumber pembiayaan pembangunan internal, salah satu sumber pembiayaan 
pembangunan internal tersebut adalah pajak. Pajak merupakan penerimaan Negara 
terbesar yang diperguanakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, 
pelayanan umum dan pembangunan nasional (Utami, Andi, Soerono:2012). 
Menurut Fuadi (2013) penerimaan pendapatan pajak agar dapat berlangsung 
secara maksimal tentunya membutuhkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi 
kewajiban perpajakan yang berlaku. Persoalan mengenai kepatuhan wajib pajak telah 
menjadi persoalan yang penting diindonesia karena jika Wajib Pajak tidak patuh 
maka dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, 
pengelakan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya akan merugikan Negara yaitu 
berkurangnya penerimaan pajak. 
Sejak dilaksanakannya reformasi perpajakan pata tahun 1983, pemenuhan 
kewajiban perpajakan di Indonesia dilaksanakan dengan sistem self assessment. 
Dengan adanya sistem ini, pemerintah memberikan kepercayaan yang lebih besar 
kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan 
melaporkan kewajiban pajaknya kepada Negara dengan kesadaran sendiri. Sehingga 
kesadaran dan kepatuhan yang tinngi dari wajib pajak merupakan faktor terpenting 
dalam pelaksanaan sistem tersebut.   
Tinggi rendahnya wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya 
dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kesadaran wajib pajak. 
Pemahaman tentang pajak serta kesungguhan wajib pajak untuk melaporkan dan 
membayar kewajiban perpajakannya dapat mencerminkan tingkat kesadaran wajib 
pajak. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perpajakan melalui 
pendidikan akan membawa dampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk 
membayar kewajiban perpajakannya. Apabila kesadran masyarakat atas perpajakan 
masih rendah maka akan menyebabkan banyaknya potensi pajak yang tidak dapat 
dimanfaatkan (Suryadi, 2006 dalam Alifa, 2012).     
Tinggi rendahnya kepatuhan pajak juga dipengaruhi oleh kualitas pelayanan. 
Semakin baik kualitas pelayanan akan menyebabkan semakin tingginya tingkat 
kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Utami (2012), menyimpulkan 
bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari kualitas pelayanan terhadap 
tingkat kepatuhan pajak. Berbagai macam kemudahan dalam pembayaran pajak juga 
sudah diupayakan oleh Direktorat Jendral Pajak. Kemudahan itu meliputi 
pembayaran pajak yang bisa dilakukan dikantor pos maupun bank-bank instansi 
yang terkait, banyak aplikasi-aplikasi online yang memudahkan wajib pajak untuk 
melakukan akses pembayaran kapanpun, dan meningkatkan kualitas pelayanan dari 
petugas pajak. Kualitas pelayanan pajak merupakan salah satu hal yang 
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meningkatkan minat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan 
diharapkan petugas pelayanan pajak harus memiliki kompetensi yang baik terkait 
segala hal yang berhubungan dengan perpajakan di Indonesia. Pelayanan pajak 
termasuk dalam pelayanan publik karena dijalankan oleh instansi pemerintah, 
bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka 
pelaksanaan undang-undang dan tidak berorientasi pada profit atau laba. 
Selain pelayanan yang terkait oleh petugas pajak diperlukan juga adanya 
sanksi yang menjadi alat kontrol bagi wajib pajak. Semua peraturan perpajakan telah 
diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang perubahan ketiga atas 
Undang-Undang No.6 Tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan pada pasal 1 ayat (2)  menjelaskan bahwa wajib pajak merupakan orang 
pribadi atau badan, meliputi membayar pajak, pemotongan pajak, dan pemungut 
pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan. Perpajakan termasuk masalah terkait 
sanksi pajak. Pelaksanaan sanksi pajak yang tegas sangat diperlukan untuk 
mengontrol kepatuhan wajib pajak, wajib pajak cenderung akan patuh apabila wajib 
pajak berpikir bahwa sanksi pajak sangat merugikan. Sanksi perpajakan adalah 
hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar 
uang. Undang-undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, 
tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh masyarakat. Agar 
undang-undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi 
pelanggarnya, demikian halnya untuk hukum pajak. Dalam undang-undang 
perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. 
sanksi administrasi dapat berupa bunga, denda, dan kenaikan sanksi perpajakan. 
Lingkungan adalah sesuatu yang ada di alam sekitar yang memiliki makna dan 
atau pengaruh tertentu kepada individu. Dari definisi ini lingkungan masyarakat 
dapat dikaitkan dengan teori pembelajaran sosial menurut Bandara (1997) dalam 
Robbins (1996), proses dalam pembelajaran meliputi : proses perhatian (attentional) 
yaitu orang hanya belajar dari seseorang atau model, proses penahanan (retention) 
yaitu proses mengingat tindakan suatu model, proses reproduksi motorik yaitu proses 
mengubah pengamatan menjadi perbuatan, proses penguatan  (reinforcement) yaotu 
proses yang mana individu-individu disediakan rangsangan positif. Berdasarkan teori 
tersebut dapat dikatakan bahwa teori lingkungan wajib pajak berada Karena 
seseorang akan tatat membayar paj tepat pada waktunya, jika lewat pengamatan dan 
pengalaman langsungnya, hasil pumungutan pajak itu telah memberikan kontribusi 
nyata pada pembangunan dan wilayah.  
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Cindy Jotopurnomo dan Yenni 
Mangoting (2013) bahwa kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi 
perpajakan dan lingkungan wajib pajak berada berpengaruh positif terhadap 
kepatuhan wajib pajak. Farid Syahril (2013) juga melakukan penelitian tentang 
kepatuhan wajib pajak, dalam penelitian tersebut pemahaman wajib pajak dan 
kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap  tingkat kepatuhan wajib pajak PPh 
orang pribadi. 
       Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan 
dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 
1. Apakah tingkat pemahaman tentang pajak berpengaruh terhadap tingkat
kepatuhan wajib pajak di Surakarta?
2. Apakah tingkat kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap tingkat
kepatuhan wajib pajak di Surakarta?
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3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib
pajak di Surakarta?




1.1 Definisi dan Unsur Pajak 
Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH (dalam Mardiasmo, 
2013:1), mengatakan bahwa: 
“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-
undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal 
(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan 
untuk pembayaran pengeluaran umum”. 
1.2 Fungsi Pajak 
Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2013:1) dalam bukunya yang 
berjudul “Perpajakan” adalah : 
1.) Fungsi Budgetair 
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai 
pengeluaran-pengeluarannya. 
2.) Fungsi Mengatur (regulerend) 
Pajak sebagai alat untu mengatur atau melaksanakan kebijakan 
pemerintahan dalam bidang sosial dan ekonomi. 
Kepatuhan Wajib Pajak 
Menurut Simon James et al (n.d.) yang dikutip oleh Gunadi (2010), pengertian 
kepatuhan pajak (tax compliance) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk 
memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu 
diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman, dalam 
penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.  
Pemahaman Wajib Pajak 
Menurut Riko (2006:75) dalam Farid Syahril (2013), tingkat pemahaman adalah 
suatu proses peningkatan pengetahuan secara intensif yang dilakukan oleh seseorang 
individu dan sejauh mana dia akan dapat mengerti benar akan suatu materi 
permasalahan yang ingin diketahui. Sedangkan menurut Muslim (2007:11), semakin 
tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan 
perpajakan, maka semakin kecil kemungkinan wajib pajak untuk melanggar 
peraturan tersebut sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. 
Kualitas Pelayanan Perpajakan 
Fiskus adalah aparat dari kantor pajak yang menangani administrasi dan 
perpajakan di Indonesia (Ensiklopedia perpajakan Indonesia, 1997 : 179). Pelayanan 
adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala kebutuhan yang 
diperlukan seseorang).. Jadi, pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas 
pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang 
dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak (Jatmiko, 2006).  
Sanksi Perpajakan 
Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan (norma perpajakanakan) dipatuhi, atau bisa dengan kata lain 
sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak 
melanggar norma perpajakan, Mardiasmo (2013:59). 
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Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi 
administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma 
perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam 
dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi 
dan sanksi pidana, Mardiasmo (2013:59). 
Kondisi Lingkungan  
Lingkungan adalah sesuatu yang ada di alam sekitar yang memiliki makna dan 
atau pengaruh tertentu kepada individu. Dari definisi ini lingkungan masyarakat 
dapat dikaitkan dengan teori pembelajaran sosial menurut Bandura (1977) dalam 
Robbins (1996), proses dalam pembelajaran sosial meliputi : proses perhatian 
(attentional) yaitu orang hanya akan belajar dari seseorang atau model, proses 
penahanan (retention) yaitu proses mengingat tindakan suatu model, proses 
reproduksi motorik yaitu proses mengubah pengamatan menjadi perbuatan, proses 
penguatan (reinforcement) yaitu proses yang mana individu-individu disediakan 
rangsangan positif. Berdasarkan teori tersebut dapat dikatakan bahwa teori ini 
relevan dengan lingkungan Wajib Pajak berada karena seseorang akan taat 
membayar pajak tepat pada waktunya, jika lewat pengamatan dan pengalaman 
langsungnya, hasil pungutan pajak itu telah memberikan kontribusi nyata pada 





a. Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib pajak Terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak
Pemahaman wajib pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib
pajak. Menurut penelitian Farid Syahril (2013), Surliani dan Kardinal (2012)
mengungkapkan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.Tingkat pemahaman wajib pajak
mengenai perpajakan menjadi hal penting dalam menentukan sikap perpajakan
dan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya,maka hipotesis
penelitian yang akan diuji adalah:
H1 : Pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
b. Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan
Wajib Pajak
Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah 
memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Peningkatan kualitas
pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan wajib pajak sebagai
Kualitas Pelayanan Perpajakan 
Kondisi Lingkungan 
Tingkat Kepatuhan 
Wajib Pajak Sanksi Perpajakan 
 Pemahaman Wajib Pajak 
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pelanggan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan, 
maka hipotesis penelitian yang akan diuji adalah: 
H2 : Kualitas pelayanan Perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan 
wajib pajak. 
c. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajak apabila memandang 
sanksi denda pajak yang akan merugikannya. Semakin banyak sisa tunggakan 
pajak yang harus dibayar wajib pajak, maka akan semakin berat bagi wajib 
pajak untuk melunasinya, dan keterlambatan dalam melunasinya akan dikenai 
denda. Adanya sanksi tersebut akan mendorong meningkatnya kepatuhan 
perpajakan, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: 
H3 : Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. 
d. Pengaruh Kondisi Lingkungan  Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
Lingkungan yang kondusif akan lebih mendukung wajib pajak untuk 
patuh. Lingkungan yang kondusif seperti: lingkungan bisnis wajib pajak berada 
yang mudah menerapkan/mengikuti peraturan yang berlaku, masyarakat tidak 
memberikan peluang untuk menghindar dari pajak dan menganggap penting 
pajak, prosedur sederhana dan biaya murah, dan ada model dari tokoh 
masyarakat yang memberikan contoh untuk patuh pada pelaksanaan kewajiban 
perpajakan. Sebaliknya, lingkungan yang kurang kondusif dimana masyarakat 
tidak memiliki tanggung jawab perpajakan akan menurunkan tingkat kepatuhan, 
maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: 
H4 : Kondisi Lingkungan  berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. 
METODE PENELITIAN 
Populasi, Sampel, dan Metode Pengambilan Sampel 
       Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang 
pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Surakarta. Dengan data Wajib Pajak 
Orang Pribadi yang terdaftar sampai Agustus 2015. Pengambilan sampel dalam 
penelitian ini menggunakan metode non-random sampling. Metode non-random 
sampling merupakan tipe sampling yang tidak mempertimbangkan peluang 




n = sampel yang akan ditentukan 
N= Jumlah populasi 
݁ = batas toleransi kesalahan 




    = 99.90 sampel dibulatkan menjadi 100 sampel. 
Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya 
Variabel Dependen. 
       Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tingkat kepatuhan 
wajib pajak. Diproksikan dengan 4 (empat) butir pertanyaan mengacu dari kuisioner 
penelitian Jatmiko (2006).  Indikator variabel ini adalah sebagai berikut : 
a. Paham dan berusaha memahami UU Perpajakan.
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b. Selalu mengisi formulir pajak dengan benar.
c. Selalu menghitung pajak dengan benar.
d. Selalu membayar pajak tepat pada waktunya.
Variabel Independen 
Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak (PPWP) 
Pemahaman Wajib Pajak adalah proses dimana wajib pajak mengetahui dan 
memahami tentang perpajakan dan mengaplikasikannya untuk membayar pajak 
(Imelda 2014). Diproksikan dengan 7 (tujuh) butir pertanyaan mengacu dari 
kuisioner penelitian Qomaria (2008). Indikator variabel ini adalah sebagai berikut : 
a. Paham bahwa sumber penerimaan terbesar Negara berasal dari pajak.
b. Mengetahui informasi tentang sosialisasi perpajakan yang dilakukan
pemerintah.
c. Pahaman sistem self assessment.
d. Paham akan hak dan kewajiban wajib pajak
e. Paham akan fungsi pajak.
Kualitas Pelayanan Perpajakan (KPP) 
Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, 
mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang 
dalam hal ini adalah wajib pajak (Jatmiko, 2006). Diproksikan dengan 5 (lima) butir 
pertanyaan mengacu dari kuisioner penelitian Jatmiko (2006). Indikator variabel ini 
adalah sebagai berikut : 
a. Wajib Pajak merasa bahwa petugas pajak sudah memberikan pelayanan
dengan baik.
b. Wajib Pajak merasa bahwa penyuluhan yang diberikan petugas pajak dapat
membantu pemahaman akan hak dan kewajiban Wajib Pajak.
c. Wajib Pajak merasa bahwa petugas pajak senantiasa memperhatikan
keberatan atas pajak yang dikenakan.
d. Wajib Pajak merasa bahwa cara membayar dan melunasi pajak adalah
mudah dan efisien.
e. Wajib Pajak merasa bahwa Fiskus harus selalu bersedia membantu saat
dibutuhkan.
Sanksi Perpajakan (SP) 
Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, atau bisa 
dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib 
Pajak tidak melanggar norma perpajakan, Mardiasmo (2013). Diproksikan dengan 4 
(empat) butir pertanyaan mengacu dari kuisioner penelitian Munari (2005). Indikator 
variabel ini adalah sebagai berikut : 
a. Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan wajib pajak dalam
memenuhi kewajiban perpajakannya.
b. Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib
pajak yang melakukan pelanggaran.
c. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan besar kecilnya
pelanggaran yang sudah dilakukan.
d. Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang
berlaku.
Kondis Lingkungan (KL) 
Lingkungan Wajib Pajak yang tidak kondusif adalah lingkungan Wajib Pajak 
berada dimana masyarakatnya mendukung perilaku tidak patuh terhadap pajak 
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(Novitasari, 2006). Diproksikan dengan 4 (empat) butir pertanyaan mengacu dari 
kuisioner penelitian Novitasari (2006). Indikator variabel ini adalah sebagai berikut : 
a. Masyarakat mendukung perilaku tidak patuh terhadap pajak.
b. Masyarakat mendorong untuk melaporkan pajak secara tidak benar guna
mengurangi beban pajak.
c. Masyarakat melaporkan pajak secara tidak benar.
d. Melaporkan pajak secara tidak benar karena anjuran masyarakat sekitar.
      Skala penyusunan yang digunakan dalam variabel-variabel penelitian ini adalah 
skala likert, yaitu skala yang berisi lima tingkat prefensi jawaban dengan pilihan 
sebagai berikut : 
1 = Sangat tidak setuju (STS) 
2 = Tidak Setuju (TS) 
3 = Netral  (N) 
4 = Setuju  (S) 
5 = Sangat setuju (SS) 
Metode Analisis Data 
       Penelitian ini menggunakan model regresi berganda (multiple regression 
analysis), karena terdiri dari satu variabel dependen dan beberapa variabel 
independen. Persamaan regresi yang dikembangkan dalam penelitian ini sebagai 
berikut:  
 KWP = α+β1TPWP+β2 KPF+β3SP+β4LWP +  
Dimana : 
KWP  = Kepatuhan wajib pajak orang pribadi 
α    = Konstanta 
β    = Koefisien masing-masing variabel X1, X2, X3, dan X4 
TPWP  = Tingkat pemahaman wajib pajak 
KPF  = Kualitas pelayanan fiskus 
SP  = Sanksi Perpajakan 
LWP   = Lingkungan wajib pajak 
  = Eror 
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
Pengujian Hipotesis 
Tabel 4.16 
Hasil Uji Regresi dan Uji Statistik t 
Variabel Unstandardized 
Coefficients Beta 





















ttabel  = 2,000 
Fhitung          = 8,835 
Ftabel  = 2,76 
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Adjusted R2  = 0,240
Sumber: Data Diolah 2015 
Pembahasan 
Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak 
Orang Pribadi. 
Pemahaman Wajib Pajak dalam penelitian ini mempunyai pengaruh terhadap 
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (H1 diterima). Berdasarkan tabel 4.16 dapat 
diketahui bahwa variabel Tingkat Pemahaman Wajib Pajak memiliki nilai signifikasi 
lebih kecil dibandingkan level of significant yaitu sebesar 0,012 < 0,05 dan nilai 
thitung sebesar 2.549 lebih besar dibandingkan dengan nilai ttabel sebesar 2.000. Hal ini 
menunjukkan bahwa Tingkat Pemahaman Wajib Pajak mempunyai pengaruh 
terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 
Secara empiris penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Farid Syahril (2013), bahwa Tingkat Pemahaman Wajib Pajak mempunyai pengaruh 
yang signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil 
penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Siti Masruroh dan Zulaikha (2013) juga 
membuktikan bahwa Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 
Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib 
Pajak Orang Pribadi. 
Kualitas Pelayanan Fiskus dalam penelitian ini mempunyai pengaruh terhadap 
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (H2 diterima). Berdasarkan tabel 4.16 
dapat diketahui bahwa variabel Kualitas Pelayanan Fiskus memiliki nilai signifikasi 
lebih kecil dibandingkan level of significant yaitu sebesar 0,021 < 0,05 dan nilai 
thitung sebesar 2.343 lebih besar dibandingkan dengan nilai ttabel sebesar 2.000. Hal ini 
menunjukkan bahwa Kualitas Pelayanan Fiskus mempunyai pengaruh terhadap 
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 
Secara empiris penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan Cindy 
dan Yenni (2013), bahwa Kualitas Pelayanan Fiskus mempunyai pengaruh positif 
dan signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Namun hasil ini tidak 
sejalan dengan penelitian yang dilakukan Siti Masruroh dan Zulaikha (2013), 
Kualitas Pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib 
Pajak. 
Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang 
Pribadi. 
Sanksi Perpajakan dalam penelitian ini mempunyai pengaruh terhadap Tingkat 
Kepatuhan Wajib Pajak (H3 diterima). Berdasarkan tabel 4.16 dapat diketahui bahwa 
variabel Sanksi Perpajakan memiliki nilai signifikasi lebih kecil dibandingkan level 
of significant yaitu sebesar 0,019 < 0,05 dan nilai thitung sebesar 2.383 lebih besar 
dibandingkan dengan nilai ttabel sebesar 2.000. Hal ini menunjukkan bahwa Sanksi 
Perpajakan mempunyai pengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang 
Pribadi. 
Secara empiris penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan Cindy 
dan Yenny (2013), bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Namun hasil ini tidak sejalan dengan 
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penelitian yang dilakukan oleh Siti Masruroh dan Zulaikha bahwa Sanksi Perpajakan 
tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. 
Pengaruh Kondisi Lingkungan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak 
Orang Pribadi. 
Lingkungan Wajib Pajak dalam penelitian ini mempunyai pengaruh terhadap 
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (H4 diterima). Berdasarkan tabel 4.16 dapat 
diketahui bahwa variabel Lingkungan Wajib Pajak memiliki nilai signifikasi lebih 
kecil dibandingkan level of significant yaitu sebesar 0,036 < 0,05 dan nilai thitung 
sebesar 2.130 lebih besar dibandingkan dengan nilai ttabel sebesar 2.000. Hal ini 
menunjukkan bahwa Lingkungan Wajib Pajak mempunyai pengaruh terhadap 
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 
Secara empiris penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan Cindy 
dan Yenny (2013), bahwa Lingkungan Wajib Pajak berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian yang 
dilakukan Anisa (2011) juga mengatakan bahwa Lingkungan berpengaruh positif 
terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. 
Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib 
Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan dan Lingkungan Wajib Pajak 
berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi maka diperoleh 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Variabel Tingkat Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada tingkat signifikansi 0,05,
Artinya semakin paham wajib pajak tentang perpajakan, maka tingkat
kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi  juga akan meningkat.
2. Variabel Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh positif terhadap Tingkat
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada tingkat signifikansi 0,05. Artinya
semakin berkualitas pelayanan fiskus, maka tingkat kepatuhan wajib pajak
orang pribadi  juga akan meningkat.
3. Variabel Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Tingkat Kepatuhan
Wajib Pajak Orang Pribadi pada tingkat signifikansi 0,05. Artinya semakin
tegas sanksi perpajakan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi
juga akan meningkat.
4. Variabel Lingkungan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Tingkat
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada tingkat signifikansi 0,05. Artinya
semakin kondusif lingkungan wajib pajak berada, maka tingkat kepatuhan
wajib pajak orang pribadi  juga akan meningkat.
Keterbatasan Penelitian 
Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, 
Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan dan Lingkungan Wajib Pajak 
berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi maka diperoleh 
keterbatasan penelitian sebagai berikut: 
1. Penelitian ini hanya menggunakan data kuesioner sebagai instrumen
penelitian, sehingga memiliki kemungkinan respon jawaban yang bias.
2. Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang




Berdasarkan uraian di atas tentang pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, 
Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan dan Lingkungan Wajib Pajak 
berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi maka dapat 
disarankan bahwa: 
1. Untuk peneliti selanjutnya disarankan menambah metode lain diluar
kuisioner seperti wawancara untuk mengatasi kelemahan-kelemahan pada
data kuesioner.
2. Untuk peneliti selanjutnya disarankan menambahkan variabel-variabel
penelitan agar menghasilkan penelitian yang lebih baik, seperti variabel
religius, pendidikan, biaya kepatuhan, dan lain-lain.
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